



PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN 
MAQASID SYARIAH FIL MUNAKAHAT  
 
A. Kajian Teori dan Konsep 
1. Kajian tentang perkawinan dalam Perundang-undangan 
a. Pengertian Perkawinan 
UU No 1 tahun 1974 menyebutkan tentang arti perkawinan bahwa 
perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah 
tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Mahaesa.12 
Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dikarenakan 
Indonesia berdasarkan atas Pancasila yang sila pertamanya adalah 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat dijadikan arti bahwa 
perkawinan erat hubungannya dengan agama/kerohanian sehingga 
perkawinan bukan hanya terkait hubungan lahir tetapi juga berkaitan 
erat dengan batin/rohani. 
Adapun KUHPdt tidak menyebutkan pengertian khusus 
perkawinan. Hanya dalam pasal 26 KUHPdt menyebutkan bahwa 
Undang-undang memandang perkawinan hanya hubungan perdata saja. 
Hal ini berarti peraturan-peraturan dala hukum agama tidak penting 
selama tidak diatur dalam hukum perdata. Bahkan dipertegas dalam 
 




Pasal 81 KUHPdt menyebutkan bahwa tidak boleh upacara keagamaan 
diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat 
agama mereka bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil 
telah dilaksanakan. 
Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang diikrarkan dalam 
bentuk ijab dan qabul dalam suatu majlis oleh yang bersangkutan yakni 
mempelai suami dihadapan penghulu dan disaksikan oleh dua orang 
saksi dan wali mempelai istri. Begitu sakralnya ikatan perkawian 
sehingga disebut juga sebagai mitsaqan ghalidzan untuk mentaati 
perintahNya dan pelaksanaannya merupakan bentuk ibadah. Kompilasi 
Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyebutkan bahwa 
perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.13  
Dari pengertian-pengertian di atas maka penulis menarik benang 
merah bahwa perkawinan merupakan perjanjian pertalian antara laki-
laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama 
menyelenggarakan kehidupan yang tenteram menurut syarat-syarat dan 
hukum yang berlaku. 
 
b. Tujuan Perkawinan 
Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan 
bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah 
 
13 Republik Indonesia , Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2. 
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untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa 
“untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar 
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan 
mencapai kesejahteraan spiritual dan material” 
Selain itu tujuan perkawinan diatur dalam pasal 3 KHI yang 
menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah 
tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. 
Menurut Soemiyati, ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain:  
1) Untuk memperoleh keturunan yang sah. 
2) Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan 
(menschelijke natuur) 
3) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan 
4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis 
pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan 
kasih sayang 
5) Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang 
halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. 
 
c. Dasar Hukum Perkawinan 
Adapun dasar hukum perkawinan dalam aturan perundang-
undangan di Indonesia di antaranya sebagai berikut. 
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1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau UUP 1/74.14 Undang-
Undang ini memuat kaidah-kaidah hukum yang berhubungan 
dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok yang 
selanjutnya ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan 
pelaksanaannya. UUP 1/74 berfungsi sebagai sumber pokok bagi 
pengaturan perkawinan, perceraian dan rujuk yang berlaku bagi 
semua Warga Negara di Indonesia. 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.15 Ketentuan hukum 
perkawinan dalam KUHPdt tertuang dalam pasal 26-249 Buku I 
tentang Orang, dengan beberapa pengecualian bagi golongan 
Timur Asing Cina, yang dihimpun dibawah Bab IV-Bab XI. 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang 
merupakan peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian 
bagi Pegawai Negeri Sipil(PNS).16 Pada dasarnya PNS adalah 
apratur Negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan 
bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
4) Kompilasi Hukum Islam.17 Ketentuan perkawinan dalam KHI 




14 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perrkawinan 
15 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 26-249. 
16 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin 
Perkawinan dan Perceraian bagi PNS 
17 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam 
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d. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 menyebutkan  bahwa,  
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu. Sejalan dengan “berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 1 UU No. 1/1974, maka 
norma agama dan kepercayaan yang menentukan keabsahan 
perkawinan. 
Kemudian Pasal (2) UU No. 1/1974 menambahkan, tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang 
pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian 
yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam Peraturan Pemerintah 
No. 9 Tahun 1975. Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 tentanng pelaksanaan 
undang-undang perkawinan menyatakan: 
1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 
memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di 
tempat perkawinan akan dilangsungkan. 
2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-
kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungan. 
3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) 
disebabkan oleh suatu alasan yang penting, diberikan oleh 
Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah. 
Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di 
dalam Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 hanya diatur oleh satu 
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ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini 
akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu 
sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah 
berlebihan jika ada sebagian pakar hukum yang menempatkannya 
sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya 
sebuah perkawinan.18 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang syarat-
syarat perkawinan pada Bab II, Pasal 6 s/d Pasal 12. Pasal 6 s/d Pasal 
11 membahas tentang syarat materiil dan sayarat formil diatur oleh 
Pasal 12. Syarat materiil yang disimpulkan dari Pasal 6 s/d Pasal 11 
adalah: 
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 
2) Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum 
berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tuanya 
atau salah satu orang tuanya apabila salah satunya telah 
meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya 
telah meninggal dunia. 
3) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 
umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 
tahun. Apabila terdapat penyimpangan maka harus 
mendapatkan izin dari pengadilan atau pejabat yang 
ditunujuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. 
 
18 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 
2006), hal. 289. 
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4) Seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain 
tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi kecuali 
memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974. 
5) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu 
dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, 
maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan 
lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan 
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan 
lain. 
6) Bagi seorang wanita yang putus perkawinanya berlaku 
jangka waktu tunggu. 
Sedangkan syarat formil yaitu tentang tata cara perkawinan yang 
disebutkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974, 
direalisasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
Pasal 3 s/d Pasal 13. Secara singkat syarat formil ini dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus 
memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat 
Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, 
dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan 
dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis 
oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu 
antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon 
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mempelai (Pasal 3-5) 
2) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan 
lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil 
penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 
6-7) 
3) Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat 
Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh 
Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: 
(a) nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon 
pengantin 
(b) hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan 
dilangsungkan (Pasal 8-9) 
4) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani 
akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 
dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. 
Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai 
Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. 
Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta 
perkawinan (Pasal 10- 13)19 
  
 
19Hukum Perdata: Syarat-syarat Perkawinan, diakses melalui, 
http://kuliahade.wordpress.com/2010/30/hukum- perdata-syarat-syarat-perkawinan/,  pada tanggal 
4 September 2020 
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e. Pendewasaan Usia Perkawinan 
Berikut daftar ketentuan usia perkawinan di Indonesia. 
No Ketentuan Undang-Undang Uraian 
1 UUP No. 1/74 “Perkawinan hanya diizinkan jika 
pihak pria sudah mencapai umur 
19 (sembilan belas) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapai 
umur 16 (enam belas) tahun.”20 
2 Kompilasi Hukum Islam “Untuk kemaslahatan keluarga 
dan rumah tangga, perkawinan 
hanya boleh dilakukan calon 
mempelai yang telah mencapai 
umur yang ditetapkan dalam pasal 
7 Undang‐ undang No.1 tahun 
1974 yakni calon suami sekurang‐
kurangnya berumur 19 tahun dan 
calon isteri sekurangkurangnya 
berumur 16 tahun”21 
3 Kitab UU Hukum Perdata “Laki-laki yang belum mencapai 
umur delapan belas tahun penuh 
dan perempuan yang belum 
mencapai umur lima belas tahun 
penuh, tidak diperkenankan 
mengadakan perkawinan. Namun 
jika ada alasan-alasan penting, 
Presiden dapat menghapuskan 
larangan ini dengan memberikan 
dispensasi”22 
4 UU No 16 tahun 2019 “Perkawinan hanya diizinkan 
apabila pria dan wanita sudah 
mencapai umur 19 (sembilan 
belas) tahun.”23 
 
Merujuk data tabel di atas, ketentuan usia perkawinan di Indonesia 
ternyata tidak memiliki keseragaman. Usia perkawinan diartikan 
 
20 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 
7. 
21 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15. 
22 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 29. 
23 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1. 
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sebagai usia di mana seseorang siap  melakukan perkawinan. Kategori 
seseorang siap atau belum siap melakukan perkawinan disyaratkan 
dengan dewasa usianya. Mengapa dewasa menjadi sebuah syarat karena 
perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dan tentu saja perbuatan 
hukum hanya diperkenankan bagi orang yang sudah dewasa. Adapun 




Dasar hukum Pasal 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  Pasal 330 
“Yang belum dewasa adalah mereka 
yang belum mencapai umur genap dua 
puluh satu tahun dan tidak kawin 
sebelumnya”. 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) 
  
“Batas umur anak yang mampu berdiri 
sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, 
sepanjang anak tersebut tidak bercacat 
fisik maupun mental atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan”. 
 
Berdasarkan uraian data dalam tabel di atas ketentuan dewasa 
seseorang ditandai dengan tercapainya usia 21 tahun. Artinya usia 21 
tahun merupakan usia seseorang dianggap telah cakap hukum. Lalu 
bagaimanakah keterkaitan antara usia dewasa dan usia perkawinan 
dalam peraturan perundang-undangan? Undang-undang perkawinan di 
Indonesia telah mengalai perubahan. Yakni telah ditetapkannya UU No 
16/19 sebagai undang-undang pembaharu UUP 1/74. UU No 16/19 
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merupakan sejarah baru dalam dunia undang-undang perkawinan di 
Indonesia. Namun jika dilihat kedua tabel di atas ternyata tidak 
memiliki kesesuaian. Ketentuan usia perkawinan dalam UU No 16/19 
adalah 19 tahun sedangkan dalam tabel usia dewasa dalam KUHPdt 
adalah 21 tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa UU No 16/19 
memandang bahwa usia 19 tahun merupakan usia dewasa bagi 
seseorang untuk dapat melakukan perkawinan. 
Sesuai dengan judul penelitian ini, usia perkawinan di Indonesia 
mengalami pendewasaan. Pendewasaan usia perkawinan merupakan 
sebuah upaya yang bertujuan untuk meminimalkan angka perkawinan di 
usia dini. Agar setiap orang yang hendak melakukan pernikahan benar-
benar mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan 
berkeluarga , baik dari aspek keagamaan, finansial, sosial dan kematangan 
fisik dan mental. Dengan pertimbangan beberapa aspek tadi sebelum 
perkawinan dilaksanakan, diharapkan tujuan perkawinan dapat 
diwujudkan. 
Pendewasaan usia perkawinan merupakan sebuah upaya 
meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga juga merupakan 
sebuah ikhtiar agar saat terjadi kehamilan pertama bagi perempuan tidak 
terjadi pada usia yang terbilang usia anak-anak atau belum dewasa. 
Pendewasaan usia perkawinan juga merupakan sebuah program dari 
BKKBN yang bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran umumnya 
kepada orang tua yang memiliki anak remaja dan kepada remaja itu sendiri 
agar didalam merencanakan kelurga, mereka dapat mempertimbangkan 
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berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, 
mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah 
dan jarak kelahiran.24 
 
2. Kajian tentang Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah fil Munakahat 
a. Perkawinan dalam ilmu fiqih 
Hukum islam menyebut perkawinan adalah suatu ikatan lahir 
batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup 
bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang 
dilaksanakanan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.25 
Pengertian perkawinan sebagaimana terdiri dari beberapa definisi 
sebagai berikut.26 
1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu 
akad yang berguna untuk memiliki mut’ah dengan sengaja. 
Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan 
seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan 
dan kepuasan 
2) Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah 
suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau zauj yang 
menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, 
 
24 Mulyadi Fadjar, Jurnal Pendewasaan Usia Perkawinan, diakses melalui 
https://dinkes.ntbprov.go.id/jurnal/jurnal-pendewasaan-usia-perkawinan/ pada 7 Desember 2020. 
25 Sulaiman al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, kisah, Syair, 
Wasiat, Kata Mutiara, alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada(Jakarta: Qisthi Press, 2003) hal. 
5. 
26 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, diterjemahkan oleh Masykur A. 
B., dkk. (Jakarta: Lentera, 2011), hal. 337. 
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seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari 
pasangannya 
3) Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah 
sebuah akad yang mengandung arti mut’ah untuk mencapai 
kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga 
4) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad 
dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk 
mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat 
memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya 
Dalam uraian pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang 
mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh 
sebab itu suami-isteri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai 
kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga 
yang sakinah mawaddah wa rahmah. 
Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan 
dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, 
berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, dalam rangka 
mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-
Nya.27 
Islam menganjurkan manusia untuk hidup berumah tangga dan 
menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hambal 
mengatakan “hidup membunjang bukanlah ajaran islam, Nabi SAW 
 




berumah tangga. Beliau melarang hidup membujang. Barang siapa 
yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar” 
Syaid Mustafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha, Al-Fiqhul Manhaji 
ala Madzhabil Imamis Syafii menjelaskan 
ُحكم الِنَكاِح َشْرُعا للنكاح أحكام متعددة، وليس حكماً واحداً، وذلك تبعاً للحالة اليت يكون عليها 
 الشخص 
“Hukum nikah secara syara. Nikah memiliki hukum yang berbeda-
beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara 
kasuitik)”.28 
 
Rasulullah SAW bersabda: 
اي معشرالشباب من استطاع الباءة فليتزوج فاٍءنه اُغض للبصرواُحصن للفرج ومن مل يستطع 
 فعليه ابلصوم فاِءنه له وجاء 
“Wahai para pemuda barang siapa di antara kalian ada kemampuan 
biaya nikah, maka nikahlah. Barang siapa yang tidak mampu 
hendaknya berpuasalah, sesungguhnya ia sebagai perisai baginya".29 
 
Sebagai kerangka nalar normatif dalam hukum islam, hukum 
melakukan perkawinan  tak lepas dari al ahkam al khamsah yakni 
wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Perkawinan hukumnya 
wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin 
dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul 
beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, 
 
28 http://www.nu.or.id/post/read/84452/definisi-dan-hukum-nikah , diakses tanggal 10 
Desember 2019. 
29 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhhab Sayyed Hawwas, Fiqh 




apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. 
Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Menjaga diri dari 
perbuatan zina adalah Wajib. Apabila bagi seseorang tertentu 
penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin( nikah) bagi 
orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib. Qa’idah 
fiqhiyah mengatakan, “sesuatu yang mutlak di perlukan untuk 
menjalankan sesuatu kewajiban, hukumnya adalah wajib”; atau dengan 
kata lain.” Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya 
suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya.” Penerapan kaidah tersebut 
dalam masalah perkawinan adalah apabila seseorang hanya dapat 
menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, baginya 
perkawinan itu wajib hukumnya.  
Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah 
berkeinginan kuat untuk kawina dan telah mempunyai kemampuan 
untuk melaksanakn dan memikul kewajiban-kewajiban dalam 
perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran 
akan berbuat zina. Alasan hukum sunah ini di perbolehkan dari ayat-
ayat Al qur’an dan hadis-hadis Nabi sebagaimana telah disebutkan 
dalam hal Islam menganjurkan perkawinan di atas. Kebanyakan ulama 
berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al qur’an dan hadist-hadist 
Nabi itu, hukum dasar perkawinan adalah sunah. Ulama Mazhan 
Syafi’I berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. 
Ulama-ulama mazhab Dzahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib di 
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lakukan bagi oran-orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya 
kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak kawin (nikah). 30  
Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum 
berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 
dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila 
kawin juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadist Nabi 
mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat 
menyusahkan diri sendiri dan orang lain. Al-Qurthubi, salah seorang 
ulama terkemuka dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila 
calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban 
nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau 
kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal mengawini 
seseorang kecuali apabila ia menjelaskan keadaanya itu kepada calon 
istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak 
istrinya, barulah ia boleh melakukan perkawinan. Al-Qurthubi 
mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat 
penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan 
dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar 
pihak istri tidak akan merasa tertipu.  
Perkawinan makruh hukumnya bagi seorang yang mampu dalam 
segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga 
tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai 
kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap 
 
30 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), cet. 
ke-9, hal. 14-15. 
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istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; 
misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum 
mempunyai keinginan untuk kawin. Imam Ghazali berpendapat bahwa 
apabila suatau perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi 
semangat beribadah kepada Allah dan semngat bekerja dalam bidang 
ilmiah, hukumnya lebih makruh dari pada yang telah disebutkan di 
atas. 
Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai 
harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat 
zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-
nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan sekedar 
untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan 
membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama. 
Merujuk pada Qur’an Surah Ar Rum ayat 21 yang bunyinya: 
  
َنُكْم مََّودًَّة وََّرْْحًَة ِۗانَّ ِفْ ٰذِلَك  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن ٰاٰيِته اَنْ  َخَلقَ  َلُكمْ  مِّنْ  اَنْ ُفِسُكمْ  اَْزَواًجا لَِِّتْسُكنُ وْ  ا اِلَي ْ
 ََلٰٰيٍت لَِِّقْوٍم ي َّتَ َفكَُّرْونَ 31
Terjemah: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia 
menciptakan untukmu intri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di 
antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”  
 
Dalam beberapa penafsiran ayat tersebut mengandung makna 
sebagai berikut. 
 
31 Alquran digital surah Ar Rum ayat 21 
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- Tafsir Ibnu Katsir32 
 [ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا]
“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia 
menciptakan untukmu pasangan-pasangan bagimu dari 
jenismu sendiri”. 
 
Allah subhanahu wa ta’ala menciptakan untuk kaum laki-
laki dari jenis kalian (manusia) yaitu kaum wanita dan akan 
menjadi pasangan-pasangan (istri-istri) kalian. 
 [لتسكنوا إليها]
“Agar kamu merasa cenderung dan merasa tentram 
kepadanya.” 
 
Agar kaum laki-laki cenderung kepada kaum wanita dan 
merasa tentram terhadap kaum wanita. seperti dalam surat 
Al-A’raf ayat 189 yang memiliki makna yang sama. 
“Dialah yang telah menciptakan kamu kamu dari jiwa yang 
satu (yaitu Adam) dan dari padanya Dia (Allah subhanahu 
wa ta’ala) menciptakan pasangannya, supaya ia merasa 
senang (bahagia) kepadanya.”  
 
Yang dimaksud yaitu pasangan Adam yaitu Hawa seorang 
laki-laki dan wanita, dan Hawa telah Allah ciptakan untuk 




32 Pembahasan Surat Ar Rum Ayat 21, diakses melalui https://bilabil.com/ar-rum-ayat-21/ 
pada 28 Januari 2021 pukul 17.00 WIB. 
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- Tafsir Jalalin33 
أزواجا] أنفسكم  من  لكم  خلق  أن  آياته   yaitu Hawa merupakan [ومن 
ciptaan Allah dari tulang rusuknya nabi Adam dan manusia 
lainnya tercipta dari mani (perkawinan) antara laki-laki dan 
perempuan.[إليها  yaitu agar merasa betah kepada [لتسكنوا 
pasanganmu (wanita). [توجعل بينكم] Seluruhnya [ مودة ورحمة إن
ذلك ذلك] .suatu yang telah disebutkan [في  في  إن  ورحمة   [مودة 
memikirkan dan mempelajari tentang apa yang di buat 
Allah subhanahu wa ta’ala. 
- Tafsir Al Mukhtashar34 
Imam Mujahid mengemukakan pendapatnya tentang makna 
dari [مودة] yaitu berjima’ atau melakukan hubungan badan 
agar mendapatkan keturunan. Sedangkan makna [رحمة] 
yaitu Keturunan dari pasangan yang melakukan jima’. 
Kandungan ayat 21 surah ini menunjukkan tentang tujuan 
perkawinan sebagai berikut. 
1. Konsep sakinah 
Kata sakinah, dalam QS. Al-Rum ayat 21 diatas, dalam 
Al-Quran dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan 
dengan cenderung dan tenteram.35 Penafsiran ini tidak jauh 
berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh 




35 Departemen Agama, Alquran dan Tafsirnya  (edisi yang disempurnakan), Sambutan 
Kepala Badan Litbang dan Diklat, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009) jilid 7, hal. 481. 
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menjelaskan bahwa kata sakinah yang tersusun dari huruf-
huruf sin, kaf dan nun mengandung makna “ketenangan” 
atau antonim kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya 
pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak 
digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan 
ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak. 
Adanya sakinah/ketenteraman, merupakan modal yang 
paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. 
Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan 
pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi 
tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, 
kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-
laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. 
2. Konsep mawaddah 
Mawaddah berasal dari fi’il wadda-yawaddu, waddan 
wa mawaddatan yang artinya cinta, kasih, dan suka.36 
Mawaddah ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan 
cinta pada pasangannya. Dalam islam, mawaddah ini adalah 
fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasan 
cinta yang menggebu adalah karena hal-hal yang sebabnya 
bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, 
moralitas, kedudukan dan hal-hal lain yang melekat pada 
pasangannya atau manusia ciptaan Allah. 
 
36 Departemen Agama, Alquran dan Tafsirnya ...., Jilid 7 hal. 487. 
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Keluarga yang penuh mawaddah bukan terbentuk 
hanya karena jalan yang instan saja. Perasaan cinta dalam 
keluarga tumbuh dan berkembang karena proses dipupuknya 
lewat cinta suami istri serta anak-anak. Keindahan keluarga 
mawaddah tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, 
karena hal tersebut fitrah dari setiap makhluk. 
 
3. Konsep Rahmah 
Kata Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya 
adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmah 
terbesar tentu berasal dari Allah SWT yang diberikan pada 
keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga 
kepercayaan. Keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul 
hanya sekejap melainkan muncul karena proses adanya 
saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling 
memahami, dan memberikan pengertian. 
Rahmah atau karunia dan rezeki dalam keluarga adalah 
karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina 
rumah tangganya, serta melewati pengorbanan juga 
kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, 
karunia itu pun juga akan diberikan oleh Allah sebagai 




Kemudian agar perkawinan menjadi sah harus dipenuhi syarat-
syarat tertentu. Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus 
memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat adalah sebagai berikut.37 
1. Calon suami 
Syarat-syaratnya adalah: 
a. Beragama Islam 
b. Laki-laki 
c. Tidak dala keadaan dipaksa untuk menikah 
d. Tidak sedang berikhram haji atau umrah 
e. Bukan mahram calon isteri 
f. Tidak dalam keadaan masih beristri 4 
g. Tidak mempunyai isteri yang haram di madu dengan 
calon isteri 
2. Calon isteri 
Syarat-syaratnya adalah: 
a. Beragama islam 
b. Perempuan 
c. Sepersetujuan dirinya (kecuali yang walinya mujbir 
dengan syarat-syaratnya) 
d. Tidak sedang berihram haji atau umrah 
e. Bukan mahram calon suami 
f. Tidak bersuami / dalam iddah orang lain 
 
37 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 102.  
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g. Belum pernah di li’an (dituduh berbuat zina) oleh calon 
suami 
3. Wali 
Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan 
adalah: 
a. Ayahnya 
b. Kakeknya(dari pihak ayah mempelai perempuan) 
c. Saudara laki-laki se-ibu dan se-ayah 
d. Saudara laki-laki se-ayah 
e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ibu dan se-ayah 
f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah 
g. Saudara ayah yang laki-laki(paman dari pihak ayah) 
h. Anak laki-laki paman dari pihak ayah 
i. Hakim  







f. Adil  




a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya pernyataan menerima dari mempelai laki-laki 
c. Memakai kata-kata nikah atau tazwij 
d. Antara ijab dan kabul bersambungan 
e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya 
f. Orang yang berkait ijab dan kabul tidak sedang dalam 
keadaan ihram haji atau umrah 
g. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimal 4 orang 
yaitu calon suami atau wakilnya, wali, dan dua orang saksi 
 
b. Perkawinan perspektif Maqasid Syariah  
Maqasid Syariah terdiri dari paduan dua suku kata, yaitu maqasid 
dan asy-Syariah. Secara kebahasaan (etimologis), maqasid al-syariah 
merupakan istilah dari gabungan dua kata: مقاصد (maqasid) dan (الشريعة 
al-shari’ah). Maqasid adalah bentuk jamak dari kata مقصد (maqsad) 
yang berasal dari kata قصد (qasd)38  Di dalam al-Qur’an makna-makna 
tersebut dapat dijumpai dalam penggunaan kata qasada dan 
derivasinya, yang dapat juga bermakna mudah, lurus, dan sedang-
sedang saja seperti pada ayat 42 surat al-Taubah  
ُم  ِه ْي َل َع ْت  َد ُع  َ ب ْن  ِك لَٰ َو وَك  ُع  َ ب ت َّ ََل ا  ًد ِص ا ًرا َق َف َس َو ا  ًب ِري َق ا  َرًض َع َن  ا ْو َك َل
 ُ َّللَّ َوا ْم  ُه َس ُف  ْ ن َأ وَن  ُك ِل ْه  ُ ي ْم  ُك َع َم ا  َن ََلََرْج ا  َن ْع َط َت ْس ا ِو  َل َّللَِّ  ِِب وَن  ُف ِل ْح َي َوَس  ۚ ُة  قَّ شُّ ل ا
ونَ 39 ُب ِذ ا َك َل ُْم  َّنَّ ِإ ُم  َل ْع  َ  ي
 
38 Mohammad Tahir ibn Ansur, Ibn Ansyur, Treatise on Maqasid al Syariah, terjemahan 
Muhammad el-Tahir  el Mesawi (London, Washington: International Institute of Islamic Thought, 
2006) hal. 2. 
39 Alquran digital surah At Taubah ayat 42. 
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Terjemah: Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu 
keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa 
jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat 
jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) 
Allah: "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-
samamu". Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah 
mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang 
yang berdusta. (QS. At Taubah: 42) 
 
Juga pada ayat 9 surat al-Nahl yang bermakna lurus sebagai 
berikut 
 
يَ 40 ْْجَِع َأ ْم  اُك ََلََد َء  ا َش ْو  َل َو  ۚ ٌر  ِئ ا َج ا  َه  ْ ن ِم َو ِل  ي ِب سَّ ل ا ُد  ْص َق َّللَِّ  ا ى  َل  َوَع
 
Terjemah: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, 
dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia 
menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan 
yang benar) (QS. An Nahl: 9) 
 
Syariah secara etimologis memiliki banyak makna, misalnya 
syariah dimaknai sebagai jalan menuju mata air atau tempat yang 
didatangi manusia dan binatang untuk mendapatkan air41 al‘atabah 
(ambang pintu dan tangga), dan al-tariqah al-mustaqīmah (jalan yang 
lurus, haq, benar).42 Kemudian makna syariah dalam terminologis 
dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah 
untuk hamba-Nya, baik yang bersumber darial-Qur’an maupun sunnah 
Nabi Muhammad saw yang berupa perkataan, perbuatan, atau 
ketetapan Nabi. Al-Raysuni memberikan definisi yang lebih singkat 
tentang makna syariah sebagai sejumlah hukum amaliyah yang 
 
40 Alquran digital surah An Nahl ayat 9. 
41 Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah wa Shari’ah, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hal. 12. 
42 Syaban Muammad Ismail, Al-Tashri’ al-Islami; Masadirutwa Atwaruh, (Mesir: 
Maktabah al-Nahdhah alMisriyah, 1985), hal. 17. 
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dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi 
aqidah maupun legislasi hukumnya.43 
Al-Bannani memaknai maqasid syariah sebagai hikmah hukum. 
Sedangkan al-Asnawi mengartikannya sebagai tujuan-tujuan hukum, 
al-Samarqandi menyamakan maqasid al-shari’ahdengan makna-
makna hukum. Adapun al-Gazali, al-Amidi, dan Ibn al-Hajib 
mendefinisikannya sebagaisesuatu untuk mencapai kemaslahatan dan 
menolak mafsadah.44 
Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan Maqasid Syariah dengan 
makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara’ dalam 
seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir 
dari syariat dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara’ pada 
setiap hukumnya. 
Al-Qardawi mengatakan bahwa maqasid al-shari’ah adalah 
tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk 
direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, 
larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. 
Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa maqasid al-shari’ah bisa juga 
disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya 
hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap 
hukum yang disyariatkan oleh Allah swt untuk hamba-Nya pasti 
terdapat hikmah. Ia bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya. 
 
43 Ahmad al-Raysuni, Al-Fikr al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu, Matba‘ah al-
Najah al-Jadidah, (Ribath,: t.p., 1999), hal. 10. 
44 Umar bin Shalih bin ‘Umar, Maqasid al-shari’ah ‘inda al-Imam al-‘Izz bin Abd al-
Salam, (Urdun: Dar al- Nafa’is li al-Nashr wa al-Tawzi, 2003), hal. 88. 
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Karena Allah suci dari membuat syariah yang sewenang-wenang, sia-
sia, atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.45 
Definisi-definisi di atas tentang makna maqasid al-syari’ah 
kemudian disempurnakan dalam susunan yang hierarkis pada masa 
Imam Abu Ishaq al-Shaṭibi tokoh yang kemudian dikukuhkan sebagai 
pendiri ilmu maqasid al-syari’ah. al-Shaṭibi menyatakan bahwa Allah 
sebagai Shari’ (pembuat syariah) memiliki maksud atau tujuan dalam 
setiap penentuan hukum yang dibuat, yaitu untuk terwujudnya 
mashlahat dalam hidup di dunia dan akhirat. 
Al-Syatibi tidak menjelaskan definisi maqasid syariah dalam 
bukunya, ia langsung menjelaskan detil isi maqasid syariah dari 
pembagiannnya. Syatibi membagi maqasid menjadi dua, qashdu al-
syari’ (tujuan Tuhan) dan qashdu al-mukallaf. Kemudian ia membagi 
qashdu syari’ menjadi empat macam. Pertama, qashdu al-syari’ fi 
wadh’i al-syari’ah; kedua, qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-
ifham; ketiga, qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi 
muqtadhaha; keempat, qashdu al-syari’ fi dukhuli al-mukallaf tahta 
ahkami al-syari’ah. Sedangkan bagian qashdu al-mukallaf, Syatibi 
tidak menyebutkan macam-macamnya.46 
Qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah (tujuan Tuhan 
meletakkan syariah) atau maksud Allah menetapkan syariah tidak lain 
guna kepentingan maslahah hamba-Nya. Syatibi membagi maslahah 
 
45 Yusuf al-Qardhawi, Fiqh Maqasid al-shari’ah, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hal. 
17. 
46 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-
Ilmiyah, 2004), hal. 219. 
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tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari 
padanya, yaitu: dharuriyyah, hajjiyyah, dan tahsiniyyah.  Pertama 
tingkatan daruriyat/primer yaitu hal-hal yang menjadi faktor penting 
dalam kehidupan manusia yang jika tidak terpenuhi maka akan terjadi 
ketimpangan dalam hidup manusia itu sendiri. Kemashlahatan dala 
taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal yaitu memelihara 
tegakknya agama (hifz din), perlindungan jiwa (hifz nafs), 
perlindungan terhadap akal (hifz ‘aql), pemeliharaan keturunan (hifz 
nasl),dan perlindungan atas harta kekayaan (hifz mal). Kedua, 
tingkatan al hajiyyat (sekunder) yakni hal-hal yang menjadi kebutuhan 
manusia hanya sekedar untuk menghindarkan kesulitan dan 
kesempitan tidak sampai mengakibatkan kebinasaan apabila tidak 
dapat terpenuhi. Dengan memenuhi kemaslahatan taraf semacam ini, 
Syari’ (pemegang otoritas syara’; Allah dan Rosulnya) menggariskan 
beragam ketentuan tata laksana mu’amalah berupa jual beli, jasa 
prsewaan, dan beberapa dispensasi seperti diperbolehkannya 
melakukan jamak dan qasar sholat bagi musafir, perkenaan tidak 
berpuasa ramadahan bagi wanita hamil dan menyusui serta orang-
orang sakit, tidak adanya kewajiban sholat ketika haid dan nifas, 
diperbolehkannya mengusap khuf (sepatu) ketika wudlu dan lain 
sebagainya. 
Ketiga, al-Tahsiniyyat yakni kemaslahatan yang bertujuan 
mengakomodasikan kebiasaan dan perilaku baik serta budi pekerti 
luhur, seperti pensyariatan toharah (bersuci) sebelum sholat, anjuran 
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berpakaian dan berpenampilan rapi, pengharaman makan makanan 
yang tidak baik dan hal-hal serupa lainnya. 
Mengenai jenjang al-dlaruriyyat (keniscayaan), ada sebagian 
ulama yang menambahkan dengan hifz al-‘ird (menjaga kehormatan) 
sehingga menjadi enam tujuan pokok. Melestarikan kelima atau 
keenam hal tersebut adalah sebuah keharusan, yang tidak boleh tidak 
dalam keberlangsungan hidup manusia.  
Kedua, qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-ifham atau 
maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksud dari jenis 
maqashid ini adalah bahwa Allah menurunkan syariat agar dipahami 
hamba-Nya. Allah menurukan al-Qur’an dengan Bahasa Arab, maka 
yang bisa menjelaskan kepada seluruh umat Islam di dunia adalah 
orang Arab. Dalam buku Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam 
al-Syatibi, Raisuni meringkas lima pokok masalah dalam qashdu al-
syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-ifham menjadi dua poin. Poin tersebut 
ialah syariat ditetapkan dengan Bahasa Arab dan syariat ditetapkan 
sesuai dengan umat. Maksud dari poin pertama adalah bahwa syariat 
diturunkan dengan Bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus 
memahami Bahasa Arab. Poin kedua berarti bahwa syariat memahami 
kondisi umat, maka ia diturunkan sesuai kondisi umat tersebut.47 
Ketiga, qashdu al-syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi 
muqtadhaha yang berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk 
memberi beban / tanggungjawab pada hamba-Nya. Dalam qashdu al-
 
47 Ahmad al-Raysuni, Al-Fikr al-Maqasidi Qawa’iduhu wa Fawa’iduhu, Matba‘ah al-
Najah al-Jadidah, (Ribath,: t.p., 1999), hal. 149 
43 
 
syari’ fi wadh’i al-syari’ah li al-taklif bi muqtadhaha, Syatibi menulis 
dua belas masalah mengenainya, masalah tersebut dapat dipersingkat 
menjadi dua masalah.48 Pertama, al-taklif bima la yuthaqu, 
pembebanan diluar kemampuan hamba dan kedua, al-taklif bima fihi 
masyaqqah pembebanan yang mana di dalamnya terdapat kesulitan. 
Dalam masalah pertama Syatibi menjelaskan bahwa Allah 
memberlakukan syariat pada hamba-Nya yang mampu, jika hamba 
tersebut tidak mampu menanggungnya, Allah tidak akan 
membebankan syariat terhadap hamba-Nya. Kedua, Allah akan 
meringankan beban bagi hamba-Nya jika dalam taklif terdapat 
kesulitan. Contohnya seperti rukhsah sholat jama’ bagi musafir .49 
Keempat, qashdu al-syari’ fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami 
al-syari’ah berarti maksud tuhan menugaskan hamba-Nya untuk 
melaksanakan syariat. Syatibi membahas hal ini ke dalam dua puluh 
masalah.50 Menurut Raisuni, pembahasan utama terletak pada masalah 
kedelapan hingga enam belas. Syatibi menjelaskan bahwa Allah tidak 
memberlakukan pengeculian bagi hamba-Nya dalam masalah taklif. 
Semua umat Islam memiliki tanggungan untuk melaksanakan syariat 
Islam, meskipun tinggal di waktu, tempat dan kondisi yang berbeda.51 
Kemudian Syatibi menjelaskan dua belas masalah yang 
terkandung dalam qashdu al-mukallaf. Dalam bagian ini akan 
dijelaskan tiga dari pada keseluruhan. Masalah pertama, anna al-
 
48 Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi, hal. 36. 
49 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, hal. 281.  
50 Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi, hal. 37.  
51 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi, hal. 155.   
44 
 
a’mal bi al-niyyat sesungguhnya amal bergantung pada niat. Segala 
qashdu atau maksud amal mukallaf tergantung pada niatnya. Jika 
niatnya benar maka amalannya menjadi benar, namun jika berniat 
batil maka amal tersebut batil juga. Tidak hanya itu ibadah dan riya’-
nya seseorang dalam beramal dinilai dari niatnya. Dalam masalah ini, 
bayi, orang gila, dan tidak sadarkan diri tidak dimasukkan karena 
mereka tidak bisa berniat dalam amal-amalnya.52 
Kedua, qashdu al-mukallaf fi al-amal muwafiqan li qashdi al-
syari’ fi al-tasyri’ maksud atau tujuan mukallaf harus sama dengan 
tujuan Allah. Jika Allah menghendaki tujuan suatu syariat adalah 
maslahat hamba-Nya secara umum, maka mukallaf harus memiliki 
tujuan yang sama. Contohnya dalam penjagaan maslahah, seseorang 
harus menjaga maslahah dirinya sendiri yang termasuk dalam 
maslahah dharuriyyah. Sebagaimana hadits Rasulullah: “Kau adalah 
pemimpin dan kau bertanggung jawab atas rakyatnya.” Setiap orang 
memiliki rakyat, paling tidak rakyat seseorang adalah dirinya sendiri, 
maka ia bertanggung jawab atas dirinya.53 
Ketiga, man ibtagha fi al-takalifi ma lam tusyra’ lahu, fa 
‘amilahu bathilun barang siapa yang mengerjakan sesuatu yang tidak 
disyariatkan maka itu termasuk batil. Jika seseorang mengerjakan apa 
yang tidak disyariatkan Allah ia akan berdosa, namun jika hal itu 
masih sesuai dengan qashdu Allah maka hukumnya boleh. Untuk 
mengetahui bagaimana mengetahui qashdu Allah dapat dilihat dalam 
 
52 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syariah, hal. 413.   
53 Ibid, hal. 417-418. 
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masalah kedelapan. Syatibi menjelaskan jika seseorang melakukan 
apa yang tidak disyariatkan, maka hendaknya ia melakukan tiga hal 
berikut; meniatkan amal itu sesuai tujuan Allah yang ia pahami dan 
niatnya tidak keluar dari ibadah pada Allah semata. Kemudian, berniat 
bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan qashdu Allah. Langkah 
terakhir adalah berniat semata-mata hanya untuk mengerjakan 
perintah Allah.54 
Skripsi ini membahas pendewasaan usia perkawinan dalam 
perspektif maqasid syariah fil munakahat. Melalui analisis maqasid 
syariah dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum-hukum 
yang disyariatkan Allah terhadap manusia dilihat sebagai sesuatu yang 
mengandung nilai filosofis.55 Merujuk pada tingkatan daruriyyat 
dalam maqasid syariah maka perkawinan yang memiliki tujuan yang 
sifatnya jangka panjang, sebagaimana keinginan dari manusia dalam 
rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia dalam 
suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah SWT, 
haruslah memperhatikan terpeliharanya agama (hifz al-din), jiwa (hifz 
al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasab), dan harta (hifz 




54 Ahmad Raysuni, Nadhariyyatu al-Maqashidi ‘Inda al-Imam al-Syatibi, hal. 164-165.   
55 Kutbuddin Aibak, Eksistensi Maqashid Al-Syari’ah dalam Istinbath Hukum, diakses 
melalui http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/8042 pada 2 Januari 2021 pukul 17.00 WIB 
56 Choirul Umam, Ushul Fiqih I, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 138. 
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c. Perkawinan perspektif Maqasid Syariah fil Munakahat 
Perkawinan disyari’atkan oleh Allah SWT bertujuan untuk 
mengatur kehidupan keluarga. syari’at Islam memberikan perhatian 
khusus dan menetapkan hukum yang rinci dibanding dengan masalah 
hukum lainnya. Syari’at Islam memberikan tuntunan bagaimana 
mempersiapkan diri untuk membentuk keluarga yang ideal mulai dari 
proses memilih calon pasangan, melamar dan mengenai siapa yang 
boleh dilamar, sampai dengan proses pernikahan. Syari’at Islam juga 
member petunjuk bagaimana caranya menyelesaikan konflik dalam 
kehidupan keluarga. 
Perkawinan memiliki hikmah di antaranya yakni untuk 
mengemban tugas-tugas baru dalam hidup bersama dalam sebuah 
keluarga karena masing-masing baik laki-laki maupun wanita 
mempunyai kekhasan yang berbeda dan saling melengkapi dalam 
kerangka memakmurkan bumi. Kaum laki-laki memiliki keistimewaan 
yang dimiliki kaum wanita, demikian juga kaum wanita memeliki 
kelebihan yang tidak dimiliki kaum laki-laki. Oleh karena itu mereka 
harus menjalin kerja sama untuk saling tolong menolong. 
Hikmah perkawinan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk 
menjalin cinta kasih dan sayang sesuai dengan naluri manusia yang 
diciptakan saling menyintai dan saling mebutuhkan. Naluri tersebut 
menyebabkan seseorang dilanda kegelisahan dan kecemasan yang 
serius jika belum menemukan pasangannya yang ideal. Dengan 
menikahi pasangannya yang ideal seseorang akan tenteram dan tenang 
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jiwanya. Ketika seseorang masih membujang sering keluyuran, pergi 
malam pulang pagi, tidur di sembarang tempat, hidupnya tidak teratur, 
maka setelah ia menikah, apalagi menikah dengan wanita dambaan 
hatinya, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut akan ditinggalkan karena 
ia sudah merasa tenang dan tenteram jiwanya. 
Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal 
dari maqasid al- syariah, yaitu memelihara agama (hifz al-Din), 
keturunan (hifz al-Nasl) dan jiwa (hifz al-Nafs). Perkawinan dapat 
dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa disamping 
kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah 
serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak 
asusila yang diharamkan. Lebih jauh perkawinan dianggap sebagai 
setengah dari agama (nisfu ad-dîn), sehingga mereka yang telah 
berumah tangga dipandang telah sempurna agamanya. 
Perkawinan adalah jenis kemaslahatan yang diresitir oleh syariat 
sebagai pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi bagaimana jika 
kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga 
menimbulkan mudlarat bagi orang lain. Menikah memiliki 
kemaslahatan baik dari sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis 
manusia itu sendiri. Pernikahan idealnya akan melahirkan kebaikan 
jika memang dipenuhi segala aspek yang mendukung dan mampu 
memelihara apa yang menjadi maksud dan tujuan pernikahan. Tetapi 
tidak menutup kemungkinan dari sekian banyak bentuk dan jenis 
pernikahan terdapat pernikahan yang memiliki tujuan dan niat tertentu, 
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bahkan dimungkinkan niat itu didasari dengan tujuan yang tidak baik, 
sehingga melahirkan kemudlaratan. 
Salah satu yang dapat kita ambil sebagai analogi atau qiyas, 
bahwa Rasulullah mengatakan Allah melaknat pernikahan yang hanya 
bertujuan untuk menghalalkan wanita terhadap mantan suaminya 
(disebut nikah Tahlil). Perkawinan Tahlil ini tidak menyalahi rukun 
yang ditetapkan serta memnuhi syarat sah nikah, akan tetapi karena 
niat orang yang mengawini tidak ikhlas dan tidak meniatkan maksud 
sebenarnya, perkawinan ini diharamkan oleh ulama secara sepakat 19 
berdasarkan hadits Rasulullah melalui sanad yang disandarkan kepada 
Ibnu Mas`ud, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Nasa`i dan at- Tirmidzi 
Rasulullah SAW mengutuk orang-orang yang merekayasa pernikahan. 
Dari hadits tersebut, jelas terdapat pesan bahwa, perkawinan 
dengan tujuan yang menyimpang dan atas dasar motif-motif tertentu 
selain yang dibenarkan menurut syariat, maka haram hukumnya. 
Seperti perkawinan dengan motif ekonomi juga akan menjadikan 
perkawinan tersebut menyimpang secara substansi. Perkawinan yang 
hanya memikirkan kesenangan sesaat, seperti kawin mut’ah, 
merupakan perkawinan yang mendistorsi makna dan sakralitasnya 
pernikahan sebagai sebuah ikatan suci dan kuat (Mitsâqan ghalizan). 
Perkawinan menjadi tidak kukuh dan menyimpang akibat dari 
patronase sosial, ekonomi, strata sosial, sehingga tujuan perkawinan 




Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah jenis 
kemaslahatan yang diresitir oleh syariat sebagai pemenuhan kebutuhan 
biologis. Perkawinan atau menikah memiliki kemaslahatan baik dari 
sisi agama atau ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Apabila 
dilaksanakan dengan motivasi yang benar sesuai syari’at Islam, serta 
memenuhi syarat dan rukunnya maka akan diraih paling tidak tiga hal 
dari maqâshid al- syariah, yaitu memelihara agama (hifz al-Din), 
keturunan (hifz al-Nasl) dan jiwa (hifz al-Nafs).  
 
B. Penelitian Terdahulu 
1. Jurnal Hukum Islam Elkhairati yang berjudul “Pembatasan Usia 
Perkawinan(Tinjauan Undang-Undang dan Maqoshid Syariah) STAIN 
Curup-Bengkulu 2018. Adapun hasil penelitiannya yakni pembatasan usia 
perkawinan dalam UUP 1/74, KHI, Instrumen HAM, Hukum keluarga di 
dunia Islam, dan Undang-undang nomor 23 tahun  2002 tentang 
Perlindungan Anak memiliki tujuan untuk kemaslahatan keluarga sehingga 
mampu meraih tujuan perkawinan.57 
2. Jurnal Teguh Anshori yang berjudul “Analisis Usia Ideal Perkawinan 
Dalam Perspektif Maqoshid Syariah” IAIN Ponorogo. Dengan hasil 
penelitiannya yakni adanya batas usia ideal perkawinan dalam teori 
 
57 Elkhairati, Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-Undang dan Maqoshid 
Syariah), Skripsi, (Bengkulu: STAIN Bengkulu, 2018), diakses melalui 
http://repository.stainbengkulu.co.id/ pada 3 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB. 
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Maqasid Syariah dapat memberikan beberapa dampak positif apabila 
diterapkan.58 
3. Skripsi Hotmartua Nasution yang berjudul “Pembaharuan Hukum 
Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” UIN Sumatera Utara 
yang memiliki hasil penelitian yakni tahun 2019 merupakan bukti sejarah 
dalam pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia yangmana 
berhasil merubah ketentuan pokok dalam UUP 1/74 tentang batasan usia 
perkawinan.59 
4. Skripsi Siti Nuriyah yang berjudul “Batas Usia Perkawinan (Studi 
Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Hukum Islam)” 
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi dengan hasil penelitian yakni 
ketetapan batas usia yang hendak melangsungkan perkawinan telah di atur 
dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 yaitu ketetapan Undang-
Undang baru bahwa perkawinan hanya bisa di laksanakan apabila laki-laki 
berusia 19 tahun dan wanita berusia 19 tahun,. Dan dalam hukum Islam 
tidak ada nya batas usia perkawinan.60 
5. Jurnal Achmad Asrori yang berjudul “Batas Usia Perkawinan Menurut 
Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia 
 
58 Teguh Anshori, “Analisis Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif Maqoshid Syariah”, 
Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019) diakses melalui http://jurnal.iainponorogo.ac.id/ pada 7 
November 2020 pukul 17.00 WIB. 
59 Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan 
Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, Skripsi, (Medan: UIN Sumatera Utara, 
2019) diakses melalui http://repository.uinsu.ac.id/ pada 1 Agustus 2019 pukul 20.05 WIB. 
60 Siti Nuriyah, “Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah 
Konstitusi Dan Hukum Islam)” Skripsi, (Jambi: UIN STS Jambi, 2020) diakses melalui 
http://repository.uinjambi.ac.id/ pada 3 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB.  
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Islam” Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung dengan hasil 
penelitiannya yakni di dalam kitab-kitab fikih, para fuqaha berbeda 
pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh yang 
mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara 
Islam berbeda satu sama lain.61 
Untuk menjelaskan signifikansi persamaan dan perbedaan terhadap 
penelitian terdahulu dengan penelitian ini tertuang dalam tabel sebagai berikut. 
 
Tabel 1.3 
Judul Penelitian  Persamaan Perbedaan 




Maqoshid Syariah)”  
Sama-sama membahas 
usia perkawinan dalam 
tinjauan Undang-
Undang dan Maqasid 
Syariah 




Teguh Anshori dengan 





analisis usia perkawinan 
dalam perspektif 
Maqasid Syariah 
Terfokus pada UU No 
16/19 yang merupakan 




Keluarga Islam Tentang 
Usia Perkawinan Di 
Indonesia (Studi Atas 
Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Undang-




analisis usia perkawinan 
dalam Undang-Undang 
Nomor 16 tahun 2019 
Terfokus pada usia 
perkawinan perspektif 
maqasid syariah fil 
munakahat 
 
61 Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam 
Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Isla”, Jurnal, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 
2015), diakses melalui http://scholar.google.com/ pada 7 Mei 2020 pukul 15.00 WIB. 
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Siti Nuriyah dengan 




Konstitusi Dan Hukum 
Islam)” 
Sama-sama membahas 
usia perkawinan dalam 
Undang-Undang Nomor 
16 tahun 2019 
Terfokus pada usia 
perkawinan perspektif 
maqasid syariah fil 
munakahat 
Achmad Asrori dengan 





Perkawinan Di Dunia 
Islam” 
Sama-sama membahas 
usia perkawinan dalam 
Islam dan Undang-
Undang perkawinan 
Terfokus pada usia 
perkawinan perspektif 
maqasid syariah fil 
munakahat 
 
 
 
